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LAMANDAU

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

a. bahwa  Retribusi Pemakaian Kekayaan  Daerah
merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi
salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan
untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah;

b. bahwa kebijakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan
dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 71 Seri D).



21. Peraturan Daerah Lamandau Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009
Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 32 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau  Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2011 Nomor 61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan Daerah adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki
atau dikuasai oleh pemerintah daerah.



8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
Daerah adalah pembayaran atas pemakaian atau penggunaan kekayaan
daerah.

9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Retribusi yang
terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

13. Tanda pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD
adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

14. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS
Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Jenis Kekayaan Daerah meliputi:
a. bangunan, terdiri dari:
guest house;
rumah dinas;
rumah dinas jabatan;
gedung pertemuan, terdiri dari :
a) gedung Pertemuan/ Aula SKPD pemerintah Kab. Lamandau;
b) gedung pertemuan umum lantang torang;
kendaraan/alat berat;
peralatan dan perlengkapan gedung;
panggung reklame;
peralatan survey/alat pertambangan;
peralatan survey/alat kelistrikan; dan
peralatan survey/alat kehutanan dan perkebunan.
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BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi
daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.



Pasal 4

Obyek retribusi daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, kecuali
penggunaan lahan yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur
berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian dan jangka waktu
pemakaian yang ditetapkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH
Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah
ini.

Pasal 10

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian
Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya
yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.

(4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi
yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang
terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didahului dengan surat Teguran.

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi daerah tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi daerah yang terhutang, yang tidak atau kurang
bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi
yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Bupati atau
pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang
terutang dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.



(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didahului dengan surat teguran.

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan,wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memperhatikan kemanpuan wajib retribusi, antara
lain untuk dapat mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
diberikan kepada wajib retribusi karena bencana alam dan atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
KADALUARSA
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila :

a. apabila diterbitkan surat teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(1) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

(2) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai wutang retribusi dan belum melunasinya kepada
pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah dihapus kekadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).



(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui
anggaran pendapatan belanja daerah.

(3) tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh perangkat
daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan instansi lainnya yang berhubungan
dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi atau badan selaku wajib retribusi karena itu dijadikan
tindak pidana pengaduan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan
Negara.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:



a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

o

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 22 Seri
C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI LAMANDAU.

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

.

Wﬁ/

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 121 SERI C




LAMPIRANI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 21 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH
NO JENIS KEKAYAAN BESARNYA KET
DAERAH TARIF
RETRIBUSI
(Rp.)
1 2 3 4

Bangunan, terdiri dari :
a. Guest House
1. Kamar Ber AC
2. Kamar Non AC

b. Rumah Dinas dan rumah dinas jabatan
1. Type 36 dan type 45
2. Type 54 dan type 60
3. Type 70 dan type 90
4. Type diatas 90

Cc. Gedung Pertemuan :
Gedung Pertemuan
Torang

Gedung Pertemuan BKPP

Gedung Pertemuan BAPPEDA
Gedung Pertemuan DINKES
Gedung Pertemuan PPKAD
Gedung Pertemuan INSPEKTORAT
Gedung Pertemuan PU

Gedung Pertemuan PERINDAG
Gedung Pertemuan KECAMATAN

—

Umum Lantang

CONNRAWN

100.000,-/Malam
75.000,-/Malam

75.000,-/Bulan
100.000,-/Bulan
125.000,-/Bulan
130.000,-/Bulan

Dibayar Satu Tahun
Dan di tagih 3 bulan
sekali

Tidak termasuk
biaya kebersihan

1.000.000,-/hari

500.000,-/hari
500.000,-/hari
500.000,-/hari
500.000,-/hari
500.000,-/hari
300.000,-/hari
300.000,-/hari
300.000,-/hari

II.

Kendaraan Bermotor /Alat Berat
Kendaraan Bermotor (Bus)
Long Bed Self Loader
Excavator
Fibrator Roller
Motor Greder
Dump Truk

. Baby Roller

@omo oo o

Tidak termasuk BBM
dan operator/Supir

100.000,-/hari
2.730.000,-/hari
2.642.000,-/hari
1.900.000,-hari
2.275.000,-/hari
265.000,-/hari
365.000,-/hari

II1.

Peralatan dan Perlengkapan Gedung
a. Tenda
1. Ukuran 4x6
2. Ukuran 8x6
3. Tenda Panggung Hiburan
a) Panggung Besar
b) Panggung Kecil

b. Sound System
1. Sound System GPU Lantang Torang
2. Sound system Gedung SKPD

c. Kursi
d. Sewa LCD Projeector
e. Sewa Sarung Kursi

f. Panggung Reklame
1) Masa Pemakain Dibawah 1 Bulan
2) Masa Pemakaian diatas 1 Bulan s/d 3
Bulan
3) Masa Pemakaian diatas 3 bulan s.d 12
bulan

Tidak termasuk
Biaya Pasang dan
Bongkar

50.000,-/hari
80.000,-/hari

200.000,-/hari
150.000,-/Hari
100.000,-/hari
50.000,-/hari
1.000,-/hari
50.000,-/hari
1.000,-/hari

Tidak termasuk
Biaya Pemasangan

50.000,-/Buah
100.000,-/Buah

300.000,-/Buah

BUPATI LAMANDAU,

e

MARUKAN




LAMPIRANII :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 21 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH
Tarif PTa".f Tarif Tarif
No | Jenis Kekayaan/Nama Alat | (Perbulan/ ( erm/lng (Perhari/ (Per KET
Unit) gu Unit) Pencetakan)
Unit)
1. PERALATAN SURVEY/ALAT
PERTAMBANGAN
a. Theodolit 3.000.000 1.500.000 300.000 3.000.000
b. GPS
c. Garmin 76CSX 900.000 450.000 90.000 900.000
d. Garmin 60CSX 650.000 325.000 65.000 650.000
e. Garmin E-Trex 350.000 175.000 35.000 350.000
f. Kompas Geologi 300.000 150.000 30.000 300.000
g. Digital Ph Meter 250.000 125.000 25.000 250.000
h. Co Detektor 900.000 450.000 90.000 900.000
i. Handy Talky 180.000 90.000 20.000 180.000
2. PERALATAN SURVEY/ALAT
KELISTRIKAN
a. Portabel Water Level Meter 300.000 150.000 30.000 300.000
b. Water Current Meter 160.000 80.000 16.000 160.000
c. Digital Ohm Meter 300.000 150.000 30.000 300.000
d. Turbidimeter 900.000 450.000 90.000 900.000
e. Anemometer 160.000 80.000 16.000 160.000
f. Genset 900.000 450.000 90.000 900.000
3. PERALATAN SURVEY/ALAT
KEHUTANAN PERKEBUNAN
a. GPS 1.500.000 450.000 150.000
b. Kompas 75.000 25.000 7.500

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 21TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

UMUM

Pendapatan asli daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah
diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan
pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah serta
mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan
perekonomian masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dipandang perlu memberikan kemudahan dan pelayanan
terhadap pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat.

Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah pungutan
daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mendorong serta
mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan
pendapatan daerah dari retribusi pemakaian kekayan daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi pemakaian kekayan
daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama
dengan pihak ketiga dalam hal pencetakan formulir, pengiriman
surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek
retribusi dan subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang,
pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain
berupa kuitansi dan stiker.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)



Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 104 SERI C






